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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 suatu
perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara masing-masing suami
isteri secara seimbang. Suami sebagai kepala keluarga harus melindungi
isterinya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga. Membangun
keluarga yang bahagia dan sejahterapun tidak semudah yang dilihat, karena
harus siap lahir batin. Karena setidaknya dalam sebuah keluarga harus
memiliki modal walaupun sifatnya relatif. Tidak dapat dipungkiri jika dalam
keluarga tidak memiliki modal apa-apa akan sulit untuk kehidupan ke

depannya.

Pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama Painan Nomor
0167/Pdt.G/2017/PA.Pn antara Sulfetri Aminando sebagai Pemohon atau
Tergugat Rekonvensi melawan Armiyenti sebagai Termohon atau Penggugat
Rekonvensi terjadi sebuah tuntutan dari istri kepada suami bahwa selama
perkawinan Tergugat Rekonvensi sudah menyebabkan banyaknya hutang
yang digunakan untuk modal usaha bagi Tergugat Rekonvensi dengan
menggadaikan SK milik Penggugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil
dan Akta Tanah sebagai jaminan di beberapa Bank, oleh karenanya
Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan
dan melunasi hutang tersebut, adapun hutang tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Hutang di Bank BPR Gema Pesisir sejumlah Rp.152.000.000,00

(seratus lima puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu 77



(tujuh puluh tujuh) bulan dimulai sejak tanggal 11 Maret 2014
dan berakhir pada bulan Juli 2020 dengan angsuran setiap
bulannya sejumlah Rp. 4.736.100,00 (empat juta tujuh ratus tiga
puluh enam ribu seratus rupiah), dan hingga bulan Oktober 2017
sisa hutang tersebut diperkirakan berjumlah Rp. 110.032.080,00
(seratus sepuluh juta tiga puluh tiga puluh dua ribu delapanpuluh
rupiah). Pinjaman tersebut dipergunakan untuk modal
pencalonan Tergugat rekonvensi sebagai calon Legislatif dari
partai Gerindra pada tahun 2014).

Hutang di Bank Nagari sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal
30 Juli 2015 dan berakhir pada tanggal 30 juli 2020 dengan
angsuran setiap tahunnya sejumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh
enam juta rupiah), dan untuk tahun pertama 2016 telah
dibayarkan sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta
rupiah),sehingga terhitung sejak bulan Juli 2016 sisa hutang
tersebut diperkirakan berjumlah Rp. 79. 541. 530,00 (tujuh puluh
sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga
puluh rupiah). Pinjaman tersebut dipergunakan untuk modal
usaha Tergugat Rekonvensi.

Hutang di Bank BTN sejumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh
juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) tahun dimulai
semenjak tanggal 18 Agustus 2016 dan berakhir pada bulan 18
Agustus 2028 dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.
1.356.872,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan
ratus tujuh puluh dua rupiah), dan telah dibayarkan sejumlah Rp.
14.925.592,00 ( empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima
ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga terhitung
sejak bulan Agustus 2017 sisa hutang tersebut diperkirakan
berjumlah Rp. 82.844.905,00 ( delapan puluh dua juta delapan



ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah).
Pinjaman tersebut dipergunakan untuk modal usaha Tergugat
Rekonvensi.

4. Hutang di PT.TASPEN yang disebabkan ketidak tahuan Penggugat
Rekonvensi tentang peraturan larangan menerima uang
pensiunan dari mantan suami Penggugat Rekonvensi apabila
Penggugat Rekonvensi telah menikah kembali, sehingga
Penggugat Rekonvensi berkewajiban mengembalikan uang yang
telah diterima tersebut berjumlah Rp. 1.508.600 x 48 bulan
dengan total keseluruhan sama dengan Rp. 72.412.800,00 (tujuh
puluh dua juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)
ditambah gaji 13 mantan suami Penggugat Rekonvensi selama 4
(empat) tahun berjumlah Rp. 6.322.400,00 (enam juta tiga ratus
dua ribu empat ratus rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi
Rp. 72.412. 800,00 + Rp. 6.322.400,00 = Rp. 78.735.200,00 (tujuh
puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus

rupiah).

Dari Perakara Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Pn dapat dipahami
hutang yang dipinjam oleh istri adalah untuk kepentingan bersama akan
tetapi di dalam Putusan Pengadilan Agama Painan Majelis Hakim hanya
membebankan kepada hutang pribadi dan hanya di Bank Nagari dibebankan

kepada hutang bersama.

Mengenai hutang piutang ini telah dijelaskan Allah SWT dalam surat
(Q.S Al-Baqgarah: 282) yang berbunyi:
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada
hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,

i



Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya
jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi Kketerangan) apabila mereka
dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)
kamu tidak menulisnya. Persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. Bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu;
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Hutang-piutang yang dimaksudkan untuk kebaikan dan kemaslahatan
serta menghilangkan kesulitan dan meringankan sesama. Berdasarkan ayat
ini Allah mensyariatkan  apabila harus berhutang maka hendaklah
menuliskannya dan ayat ini juga memberikan gambaran kebolehan
terjadinya hutang piutang dalam Islam, apabila ragu terhadap hutang piutang

ini maka hendaklah dituliskan.

Dalam perkawinan, hutang piutang diyakini tidak bisa
dihindari karena merupakan = problematika ekonomi dalam
perkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu hutang dalam perkawinan
haruslah diselesaikan dalam perkawinan tersebut. Hutang tersebut
harus ditanggung oleh suami istri jika hutang tersebut didapatkan
dalam perkawinan. Hal ini sama halnya dengan harta bersama, di
mana harta tersebut dinikmati oleh kedua pasangan suami istri
dalam suatu perkawinan. Hal ini dapat dipahami dalam berdasarkan
Pasal 93 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam selanjutnya disingkat dengan KHI yang menyatakan
bahwa “Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk

kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”.



Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa ketika dalam
suatu perkawinan terjadi hutang piutang dilakukan oleh suami/istri atas
persetujuan bersama. Maka hutang piutang itu dibebankan kepada

suami/istri yang didasarkan pada harta bersama.

Namun hal ini berbeda dengan penulis temukan dilapangan dalam
kontek ini dapat dipahami dalam Putusan Pengadilan Agama Painan dengan
Nomor Perkara 0167/Pdt.G/2017/PA.Pn yang intinya adalah bahwa dalam
putusan tersebut dipahami ketika perceraian suami istri yang memiliki
hutang piutang namun pembebanan pelunasan hutang lebih dibebankan
terhadap istri dari pada dibebankan kepada hutang bersama. Artinya hutang
piutang terjadi selama dalam perkawinan yang seyogyanya dibebankan
kepada harta bersama sebagaimana ketentuan pasal 93 ayat (2) KHI
tersebut. Diyakini berbeda dengan apa yang diputuskan di Pengadilan Agama
Painan dengan Nomor Perkara 0167 /Pdt.G/2017 /PA.Pn.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut
dalam bentuk skripsi dengan judul “Hutang Piutang dalam Perkawinan
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0167/ Pdt.G/ 2017/
PA.Pn)”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana penyelesaian
hutang piutang pasca perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama

Painan Perkara Nomor 0167 /Pdt.G/2017 /PA.Pn.
1.3. Pertanyaan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi

pertanyaan penelitian adalah:



1. Apa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Painan dalam
perkara hutang piutang pasca perceraian berdasarkan putusan
Pengadilan Agama Painan Nomor 0167 /Pdt.G/ 2017/ PA.Pn?

2. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor
0167/ Pdt.G/2017/ PA.Pn ditinjau dari hukum Islam?

1.4. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Agama
Painan dalam perkara hutang piutang pasca perceraian
berdasarkan putusan Pengadilan Agama Painan Perkara Nomor
167/Pdt.G/ 2017/ PA.Pn.

2. Untuk menulusuri analisis Putusan Pengadilan Agama Painan
Perkara Nomor 167/ Pdt.G/2017/ PA.Pn ditinjau dari hukum
[slam.

1.5. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena putusan Pengadilan Agama
Painan memutuskan bahwa hutang yang terjadi yang dilakukan oleh
suami/istri selama perkawinan lebih dibebankan penyelesaiannya kepada
istri dari pada dibebankan penyelesaiannya tehadap harta bersama.
Sementara ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan
bahwa penyelesaian hutang piutang selama perkawinan lebih dibebankan
kepada harta bersama. Dengan demikain perlu analisis lebih dalam mengenai
apa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Painan dalam memutuskan

perkara Nomor 0167/ Pdt.G/2017/ PA.Pn ini.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi
masyarakat, khususnya yang beragama islam mengenai ketentuan perceraian
yang sesuai dan patut menurut peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Selanjutnya sebagai sumbangan pemikiran serta sebagai sarana untuk



mendorong pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam
memahami adanya gugatan hutang piutang di Pengadilan Agama, sehingga
tidak menimbulkan kerancuan dalam menerima putusan Hakim di

pengadilan Agama.
1.6. Studi Literatur

Sejauh pencarian kepustakaan yang penulis lakukan ada tiga karya
ilmiah yang penulis ambil, tiga diantaranya itu tidak menyangkut tentang
masalah hutang akan tetapi ada yang mendekati yaitu tentanng harta

bersama.

1. Karya ilmiah Sahri Muda Bp 306. 146 skripsi yang berjudul
Penyelesaian Harta Bersama Yang Melekat Pada Harta Bawaan
Menurut Hukum Islam Di Indonesia (Studi kasus Pohon Karet
yang di Tanam di Tanah Milik Isteri di Desa Malintang Kabupaten
Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara), yang menjadi
pertanyaan penelitiannya di sini adalah bagaimana cara
penyelesaian harta bersama yang melekat pada harta bawaan
menurut hukum Islam di Indonesia. Hasil peneitiannya adalah
suami mendapatkan setengah dari hasil pohon karet yang melekat
pada tanah istri yang diperoleh selama perikatan perkawinan
berlangsung. Akan tetapi semenjak istri meninggal yang
memelihara pohon karet itu keluarga istri maka bagian suami
dikurangi dari setengah dipergunakan untuk biaya si suami dan
pihak keluarga istri.

2. Karya ilmiah Dodri Hendra Putra Bp 309. 080 skripsi yang
berjudul Studi Analisis Terhadap Pembagian Harta Bersama di
Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt,
yang menjadi pertanyaan penelitian disini adalah apa dasar
hukum Majelis Hakim dalam menetapkan pembagian harta

bersama dalam Putusan dengan Nomor perkara



618/Pdt.G/2012/PA.Bkt dan Bagaimana tinjauan undang-undang
no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Putusan
dengan Nomor Perkara 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt. Hasil
penelitiannya adalah hakim tidak hanya berpatokan kepada
hukum positif yaitu UU Nomor 1 tahun 1974 dan KHI yang
meyatakan pemabgian harta bersama 1/2 : 1/2 akan tetapi
mejelis hakim juga melihat kepada kepada fakta-fakta yang ada
dalam persidangan dan juga keterangan saksi.

3. Karya ilmiah Tanti Norista Bp 309. 159 skripsi yang berjudul
Penyelesaian Harta Bersama Setelah Terjadi Cerai Talak (studi
analisis Putusan Nomor 369/Pdt.G/2008/PA.Bkt) yang menjadi
pertanyaan penelitian disini adalah apa yang menjadi
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nompr
369/Pdt.G/2008/PA.Bkt dan bagaimana tinjauan Kompilasi
Hukum Islam terhadap Putusan Nomor. 369/Pdt.G/2008/PA.Bkt.
Hasil penelitiannya adalah dasar pertimbangan hakim
menentapkan pembagian = harta bersama adalah lebih
mengutamakan aspek masalah demi kepentingan kebaikan anak

dimasa yang akan datang.

Sementara penulis memfokuskan  penelitian ini terhadap
pertimbangan hukum Pengadilan Agama Painan dalam perkara hutang
piutang pasca perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Painan
Nomor 0167/Pdt.G/ 2017/ PA.Pn, dan analisa Putusan Pengadilan Agama
Painan Nomor 0167/ Pdt.G/2017/ PA.Pn ditinjau dari hukum Islam.

1.7. Kerangka Teori

Ajaran Islam telah banyak memberikan penjelasan dan anjuran
tentang pentingnya menikah. Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW
merupakan landasan hukum yang konkrit dari pelaksanaan sebuah

perkawinan. Menurut Undang-undaang No. Tahun 1974 Perkawinan adalah
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ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Departemen R.I, Pedoman Pegawai

Pencatat Nikah (PPN), 2004, 87).

Perkawinan kerap kali berjalan tidak dengan keharmonisan dan
sehingga terjadinya talak. Didalam Al-quran sendiri dijelaskan apabila untuk
terjadi talak atau perceraian hendaklah dilakukan dengan cara yang ma’ruf,
sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-quran (Q.S Al-Baqarah:231) yang
berbunyi:

}}cwz
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”Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir
iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau
ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan
demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian,
Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah
nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu
Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran
kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah
kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui
segala sesuatu”.
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Bedasarkan ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya apabila terjadi
perceraian haruslah dengan cara yang ma’ruf dan yaitu ada hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi termasuk untuk menunaikan hutang apabila

masih ada hutang dalam perkawinan.

Dalam Islam, konsep hutang terdiri dari dua, hutang melalui pinjaman
dan hutang melalui pembiayaan. Hutang pinjaman bermakna hutang yang
muncul disebabkan oleh pinjaman, baik pinjaman barang atau pinjaman
uang. Pinjaman ini akan dibayar kembali dengan jenis yang sama, pada masa

yang telah disepakati dengan jumlah yang sama.

Dalam syariat Islam hutang pinjaman secara zahir bukan termasuk
pada usaha pengembangan modal, karena hutang melalui peminjaman
merupakan salah satu bentuk bantuan yang sifatnya tolong menolong dan
tabarru’. Sedangkan hutang melalui kontrak pembiayaan atau jual beli,
seperti hutang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan, adalah
bentuk hutang yang berbeda dengan hutang secara zahir, karena hutang
dalam bentuk ini mengindikasikan adanya pemindahan hak milik kepada
orang lain. Kemudian pembayaran pokok hutang dilakukan kembali secara

tertunda pada masa yang disetujuisurat (Q.S Al-Baqarah:283) yang berbunyi:

C/
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“Dan jika dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan
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tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah
kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan Barang siapa
yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan”.

Pada ayat ini dinyatakan bahwa hutang yang dilakukan berjangka
waktu dan sekretaris tidak ada, maka sebaiknya ada pegangan bagi pemberi
hutang, supaya ia tidak ada dirugikan manakala pihak yang berhutang tidak
melunasi hutang pada masa yang ditentukan. Akhir ayat ini menegaskan,
sekiranya mereka saling percaya (amanah), maka di bolehkan untuk tidak

menulis (Hulwati, Ekonomi Islam, 2009, 47-54).

Pada dasarnya tanggung jawab hutang telah di atur dalam KHI pasal
93 ayat (2)yang berbunyi :

"Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk

kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”.

Bahwa dalam aturan tersebut dapat dipahami jika terjadi hutang
dalam masa perkawinan untuk kepentingan keluarga maka hutang tersebut

dibebankan kepada harta bersama suami atau istri.
1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara, jalan, petunjuk, pelaksanaan atau
petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis (Kaelan 2012, 7). Dalam
metode penelitian ilmu hukum sendiri objek yang diambil adalah hukum.
Maksud dari objek ilmu hukum adalah koherasi antara norma hukum dan
prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherasi
antara tingkah laku bukan perilaku individu dengan norma hukum. Dengan

begitu penelitian hukum ini tidak dapat digolongkan kedalam ilmu sosial,
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karena ilmu sosial hanya berkaitan dengan kebenaran empiris. Oleh karena
itu jika membicarakan mengenai metode penelitian hukum sudah dipastikan
bersifat normative. Dengan pernyataan tersebut maka penelitian tersebut
harus mengemukakan pendekatan dan bahan-bahan yang akan

dipergunakan ( Marzuki, 2005, 42-56).
1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ( normative
law reserch ) menggunakan studi kasus normatif berupa produk
prilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya
adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang
berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan prilaku setiap orang.
Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum, guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi ( Marzuki, 2011,

35).

Dengan demikian data diperoleh sepenuhnya dari hasil telaah
studi kasus yang akan peneliti dapatkan dalam penelitiannya yaitu
Dokumen yang digunakan adalah putusan hakim dalam kasus hutang
dalam perkawinan putusan Pengadilan Agama Painan No0.0167/

Pdt.G/ 2017/ PA.Pn.\

2. Sumber - sumber Penelitian

2.1. Data Primer

Data premier merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan premier terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

perundang-undangan dan putusan hakim ( Marzuki, 2005, 181 ). Data
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primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Painan
yaitu perkara Nomor perkara Nomor 0167/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pn,
tentang hutang dan data yang diproleh langsung melalui riset
langsung dari objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek

yang diteliti.
2.2. Data Sekunder

Adapun bahan skunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan
hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk
skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan juga termasuk jurnal-jurnal
hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada
peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti akan melangkah,
boleh jadi tulisan itu menjadi titik anjak peneliti dalam memulai
penelitiannya ( Marzuki, 2005, 196). Dalam penelitian yang peneliti
lakukan didalam pembuatan skripsi ini, peneliti banyak mengambil
sumber data skunder dari jurnal-jurnal tentang hukum utang piutang
dalam perkawinan, dan kemudian buku-buku yang berkaitan tentang

hukum hutang piutang dalam perkawinan.
2.3. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam
percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan (Nasution 2003, 113). Penulis akan melakukan
wawancara dengan hakim yang bertugas yaitu Hakim Pengadila
Agama Painan. Penulis melakukan wawancara dengan membuat
perjanjian terlebih dahulu dengan hakim. Wawancara ini biasa penulis
lakukan mulai dari jam 8.45, dimana sebelumnya masuk ke ruangan

persidangan setelah mendapat izin dari hakim yang bersangkutan.
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Kemudian pada jam istirahat melakukan wawancara kepada Hakim

yang memutus perkara.
3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis
(analisis isi). Content analysis dapat diartikan sebagai dokumen atau
transkip yang telah ditulis dengan rekaman komunikasi verbal.
Diartikan pula sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan
atau keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan
objektif suatu pesan yang ingin diketahui(Yusuf 2005, 80). Penelitian
ini dilakukan dengan menganalisis perkara Nomor
0167/Pdt.G/2017/PA.Pn untuk mengkaji apa yang menjadi
pertimbangan Majelis Hakim perkara hutang piutang, sehingga
penulis mendapatkan data yang valid dalam menjawab permasalahan

dalam penelitian ini.



